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[bookmark: _GoBack]Abstract
	The implementation of regional autonomy in Indonesia is manifested in the form of delegation or handover of central government authority to regional governments, approved in Law Number 22 of 1999 which has been amended by UU Number 32 of 2003, concerning regional government. In the request for fiscal decentralization, it has been enacted since January 1, 2001, applied pursuant to UU Number 25 of 1999, concerning financial balance between the central government and regional governments. However, the aforementioned Law (UU No. 25/1999 and UU No.22 / 1999) does not regulate the distribution of duties on the provision of public goods (public services), for example, in the education and health sector, so that it can be announced about the spending authority allocated to the regions by the central government is delegated authority. Because it applies the principle of "money follows delegation of duties" (the function of money follows) or simply called the use of the budget according to its function, it does not run launched using run in decentralization. The Central Government must pay for expenditure that is the responsibility of the local government. Kerana is the central government responsible for fiscal decentralization in the form of a financial balance between the central government and regional governments. Requesting regional governments that receive fiscal decentralization that has the obligation to produce public goods and public regulations according to the needs of the people in the region As a unitary state (unitary state), Indonesia consists of provinces (states) and regencies / cities (regencies / cities). Then the Riau Province is one of the provinces in Indonesia, which received the financial balance transfer funds. Budget decentralization consists of three categories, namely balance funds, special autonomy funds, and paid funds. All regions receive balance funds through a decentralized proportional policy according to the needs of each region including Riau Province.
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Abstrak
[bookmark: _Hlk13949999]Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pelimpahan atau penyerahan kewenangan  pemerintahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003, tentang pemerintahan daerah (local government). Dalam kaitan desentralisasi fiscal sudah diberlakukan secara penuh sejak tanggal 1 Januari 2001, diterapkan berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun kedua Undang-Undang tersebut di atas (UU No. 25/1999 dan UU No.22/1999) tidak mengatur mengenai pembagian tugas penyedian barang publik (public goods) dan pelayanan dasar masyarakat (public service), sebagai contoh,bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga boleh  dikatakan bahwa kewangan pembelanjaan yang dialokasikan ke daerah oleh pemerintah pusat mengikuti pelimpahan kewenangan. Kerana itu penerapan prinsip “uang mengikuti pendelegasian tugas” (money follow function) atau sebut saja penggunaan anggaran sesuai fungsinya, tidak berlangsung sebagaimana umumnya dijalankan dalam desentralisasi. Pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk membiayai sejumlah beban biaya yang menjadi beban tanggung jawab pemerintah daerah. Kerana itu pemerintah pusat mempunyai tanggungjawab fiscal dezentralization yang berwujud perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah yang menerima fiscal decentalization itu memiliki kewenangan untuk menghasilkan public goods dan public regulation sesuai dengan keperluan masyarakat di daerah.  Sebagai negara kesatuan (unitary state), Indonesia yang terdiri dari daerah propinsi (state) dan kabupaten / kota (regency / city). Maka  Provinsi Riau merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia, yang menerima transfer dana perimbangan kewangan tersebut. Desentralisasi fiskal terdiri dari tiga katagori yaitu dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Semua daerah menerimah dana perimbangan melalui kebijakan Desentralisasi fiskal secara proporsional menurut kebutuhan setiap daerah diantaranya termasuk  Provinsi Riau
Kata kunci: UUD 1945, Undang-Undang Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, Negara Kesatuan
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1. PENDAHULUAN
	Implementasi  Decentralization  di Indonesia  Sebagai  Asas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan Pemerintah Pusat secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Tujuan Dentralisasi secara umum dapat diklaifikasikan ke dalam  dua variabel penting iaitu: (a) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (pendekatan structural efficiency model atau pendekatan administratif); (b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (pendekatan local democracy model atau pendekatan politis). Dalam konteks Indonesia, desentralisasi telah menjadi konsensus founding fathers bangsa ini, seperti yang tercantum dalam bunyi  Pasal 18 UUD 1945. Konstitusi bagi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonsia  1945 (UUD 1945; The Constitutional of Republic Indonesia), telah mengalami perubahan (amandement) dan menambah beberapa pasal tertentu seperti pasal 18, 18A, dan 18B menjadi landasan hukum penyelenggaraan desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dalam daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, masing-masing berkedudukan sebagai pemerintahan daerah. Indonesia saat ini memiliki 7 (tujuh) undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu: (a) UU No.1/1948; (b) UU No.22/1948; (c) UU No.1/1957; (d) UU No.18/1965; (e) UU No.5/1974; (f) UU No.22/1999; (g) UU No.32/2004. 
	Pada hakikatnya, sentralisasi merupakan suatu continuum bukan sebuah dikotomis, karena itu sentralisasi dan desentralisasi bergerak secara dinanmis dari satu titik pendulum ke titik pendulum yang lain. Dalam konteks penyelenggaraan negara dimana  penyelenggaraan pemerintahan merupakan kombinasi kekuatan yang bersifat sentripetal (sentralisasi) dan kekuatan sentrifugal (desentralisasi) terselenggara secara bersamaan. Tidak ada negara yang hanya diselenggarakan secara sentralisasi, sekalipun selalu terdapat beberapa kewenangan yang hanya diselenggarakan secara sentralisasi saja (kewenangan klasik-politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal). Dan sebaliknya tidak ada satu negara yang menyelenggarakan pemerintahannya secara desentralisasi saja, sehingga tidak terdapat pengaturan yang bersifat sentra nasional. 
	Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengenal dan menerapkan sistem Sentralisasi (centralization) dan beberapaJenis Desentralisasi (decentralization). Pertanyaan dasar untuk menjawab sentralisasi dan desentralisasi adalah pada level mana kekuasaan untuk membuat keputusan itu diletakkan. Jika kekuasaan itu ada di pusat maka suatu organisasi akan bersifat sentralisasi, sedangkan jika kekuasaan itu disebarkan dalam unitu-unit yang otonom, maka organisasi tersebut sejatinya sudah menerapkan prinsip desentralisasi. Sentraliasi pada dasarnya merupakan instrumen yang paling baik untuk melakukan koordinasi dan menghindari tumpah tindih serta fragmentasi administrasi (Mintzberg, 1983).
  	Di dalam negara keatuan Republik Indonesia secara praktis mengenal beberapa bentuk  Desentralisasi, yaitu :
1.1 Dekonsentrasi 
Rondinelli, Nellis, dan Cheema (1983) mendefinisikan dekonsentrasi sebagai penyerahan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Dari pengertian ini terdapat beberapa dimensi utama: (a) Pelimpahan wewenang; (b) Pembuatan keputusan, keuangan dan fungsi manajemen; (c) Level pemerintahan yang berbeda; (d) Dalam jurisdiksi pemerintah pusat.

Dekonsentrasi melahirkan local state government atau field administration atau wilayah administrasi. Dalam dekonsentrasi, pemain inti pemerintahan adalah pemerintah pusat (departemen dan lembaga sektor) dan aparat pemerintah pusat yang ada di daerah (kantor wilayah atau kantor departemen), diangkat dan digaji dengan APBN, bukan dipilih oleh rakyat yang dilayani, dan bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya, yaitu pejabat pusat. 

Dekonsentrasi pada awalnya diterapkan di sistem pemerintahan Perancis dengan prefect system (sistem prefektoral). Dalam perkembangannya, di negara-negara berkembang instansi vertical bertugas memberikan pelayanan dan proses pemerintahan di bawah jurisdiksi pemerintah pusat. Untuk konteks Indonesia, asas dekonsentrasi diwujudkan melalui pembentukan kantor wilayah di propinsi dan kantor departemen di kabupaten/kota. Setelah UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, asas dekonsentrasi hanya diletakkan pada wilayah propinsi, sedangkan pada wilayah kabupaten/kota tidak lagi dianut asas dekonsentrasi. Sedangkan di kabupaten/kota hanya dilaksanakan asas desentralisasi penuh oleh semua  Lembaga Dinas Daerah.
 
1.2 Devolusi 
Devolusi merupakan desentralisasi dalam pengertian yang sempit. Dalam devolusi terjadi penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintahan lokal yang otonom. Pendelagasian wewenang dalam devolusi diatur oleh undang-undang yang memuat antara lain: (a) Pembentukan dan pemberian status daerah otonom; (b) Batas-batas jurisdiksi dan fungsi yang jelas; (c) Transfer kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri tugas dan fungsi yang diberikan; (d) Pengaturan tentang interaksi antar unit pemerintahan daerah baik secara vertical maupun horizontal; (e) Pemberian kewenangan  untuk memungut beberapa penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi daerah; (f) Pemberian kewenangan unutk mengatur dan mengelola anggaran dan keuangan daerah. 

Melalui devolusi terbentuk local self government (pemerintahan daerah sendiri). Dalam devolusi selalu dimulai dengan pembentukan daerah otonom melalui undang-undang, yang disertai dengan pemberian kewenangan yang meliputi kewenangan untuk mengatur (policy making) dan kewenangan untuk mengurus (policy implementing). Dalam devolusi, kewenangan mengatur yang diberikan oleh pusat melahirkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga tersebut merupakan esensi dari daerah otonom, karana melalui dan oleh lembaga tersebut peraturan daerah dibuat.

1.3 Tugas Pembantuan
Tugas pembantuan (medebewind) pada hakikatnya adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat/pemerintah daerah atasannya, maka sumber pembiayaannya berasal dari level pemerintahan yang menugaskan. Untuk itu, sumber biayanya bisa berasal dari APBN atau APBD pemerintah daerah yang menugaskannya. Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat mengurus, sedangkan kewenangan mengaturnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/pemerintah atasannya.
          Menurut Smith, terdapat beberapa tujuan desentralisasi yang telah diuraikan lebih lanjut dari dua tujuan utama yang telah disebutkan pada awal pembahasan di atas, iaitu: tujuan politis dan tujuan administratif. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain: (a) Pendidikan politik; (b) Latihan kepemimpinan politik; (c) Stabilitas politik; (d) Kesamaan politik; (e) Akuntabilitas; (f) Daya tanggap (responsivitas); (g) Efisiensi dan efektivitas.   	
Kerana krisis moneter dan transisi politik yang terjadi di Indonesia, maka sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kabupaten / kota bertindak sebagai “motor”,  sedangkan pemerintah provinsi sebagai koodinator. 
      		 
Sebagai negara kesatuan (unitary state), Indonesia terdiri dari propinsi dan kabupaten /kota, dan salah satu dari sejumlah propinsi  yang ada, adalah propinsi Riau dan Riau sendiri terdiri dari 12 (dua belas kabupaten dan kota). Sedangkan se Indonesia ada sekitar 510 daerah (provinsi, kabupaten/kota). Undang-undang nomor 22 tahun 1999 mengatur desentralisasi (pelimpahan wewenang dan tanggung jawab) di bidang administrasi dan di bidang politik kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah dengan diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan, pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip “money follows function” yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999. 
            
Sebagaimana dimaklumi, bahwa UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 dilahirkan saat euphoria reformasi tengah mencapai puncaknya. Inti dari UU No.22 adalah pelimpahan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah dan setting-up proses-proses politik di daerah, sedangkan inti dari UU No. 25 adalah dukungan terhadap UU No. 22 dengan menjamin ketersediaan sumber-sumber fiskal bagi pemerintah daerah. 

UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagai“the big bang decentralization policy” (Asanuma dan Brodjonegoro, 2003) mempunyai beberapa kharakteristik sebagai berikut; Pertama, otonomi diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, dan bukannya kepada pemerintah provinsi. Pilihan ini didasarkan pada dua alasan. Alasan pertama adalah, untuk menekan seminimal mungkin potensi kecenderungan separatis dari daerah otonom. Asumsinya, dari segi “kekuatan politik maupun ekonomi”, potensi sebuah kabupaten/kota untuk melakukan separatisme jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebuah provinsi. Menurut Asanuma dan Brodjonegoro, “Governing the relationship of one vs. 300 was regarded far easier for the center than the one vs. 27…”. Alasan kedua adalah alasan efisiensi.Pemerintah kabupaten/kota dipandang sebagai lebih dekat dengan publik, sehingga lebih memahami keperluan-keperluan dan tuntutan-tuntutan publik. Dengan demikian diasumsikan bahwa otonomi pada level pemerintah kabupaten/kota akan lebih menjamin pelaksanaan pelayanan publik (public service). Kedua, otonomi daerah diletakkan dalam bingkai “negara kesatuan” dan menghindari sejauh mungkin nuansa federalisme. Inti dari konsep negara adalah, setiap daerah diperlakukan sama (equal treatment), dengan“sedikit pengecualian” pada Jakarta sebagai ibukota negara yang bersifat istimewa. Karena perkembangan politik, selanjutnya dilahirkan pula undangundang mengenai otonomi khusus bagi Aceh dan Papua.      Berdasarkan status otonomi khusus ini, otonomi yang lebih besar justru diberikan kepada pemerintahan provinsi. Ketiga, dengan UU No. 22 Tahun 1999, berbagai fungsi dan kegiatan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Undang-undang ini menentukan bahwa kewenangan pemerintah pusat terbatas pada urusan-urusan pertahanan dan keamanan nasional, agama, peradilan, kebijakan fiscal dan moneter, luar negeri, dan beberapa urusan khusus, seperti perencanaan makro ekonomi, system transfer fiscal, administrasi pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan standarisasi nasional. Urusan-urusan selain ini praktis dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dan secara spesifik Undang-undang menyebutkan kewenangan pemerintah daerah mencakup pekerjaan umum, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, transportasi, regulasi atas kegiatan perdagangan dan manufacturing, regulasi atas kegiatan investasi, urusan lingkungan, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Keempat, mengingat pelimpahan kewenangan sebagaimana diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 memerlukan sumber-sumber fiscal, maka UU No. 25 Tahun 1999 mengatur batas kewenangan pemerintah daerah untuk menarik pajak dan retribusi, serta transfer sumber-sumber fiscal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pajak pemerintah provinsi terutama adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kepemilikan kendaraan bermotor; sedangkan pajak pemerintah kabupaten/kota mencakup pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak bahan-bahan bangunan, pajak atas penggunaan air, pajak hiburan, pajak izin mendirikan bangunan, dan beberapa macam retribusi. Sebagaimana dimaklumi, jenis-jenis pajak pemerintah daerah ini adalah jenis “pajak gurem”atau penerimaan pajaknya kecil, kerana itu kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangatlah kecil.
Kelima, UU No. 25 Tahun 1999 mengenal konsep “tax sharing” dan “revenues sharing” antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini dilaksanakan bagi hasil atas pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh) perorangan, dan bagi hasil atas eksploitasi sumber daya alam, sepeti dan gas, pertambangan, dan kehutanan.
Keenam, UU No. 25 Tahun 1999 mengintrodusir transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU adalah “block grant” yang diberikan kepada semua pemerintah kabupaten/kota untuk menutup kesenjangan antara kapasitas fiscal (fiscal capacity) dengan keperluan fiscal (fiscal needs). Pemerintah pusat diwajibkan mengalokasikan sekurangkurangnya 25% dari penerimaan domestik netto untuk DAU. Sedangkan DAK didesain untuk tujuan yang spesifik dan dialokasikan untuk pemerintah daerah secara spesifik pula.

2. PEMBAGIAN KEWENANGAN (DISTRIBUTION OF POWER) DAN PERTANGGUNGJAWABAN (AND RESPONSIBILITIES)
Berdasarkan  ketentuan UUD 1945 (The Constitution Of Indonesi Republic), bahwa Negara Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan  (Unitary State), yang berbentuk Republik. Negara Indonesia dalam UUD 1945 ( pasal 18), dibagi ke dalam beberapa tingkatan deerah dan pemerintahan, kerana itu Negara Indonesia terdiri atas Pemerintahan Pusat, dan Pemerintahan Daerah, dengan kewenangan dan tanggung  jawab (Power and Responsibility) yang berbeda. Selain Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Jakarta Sebagai   Ibu Kota,  Pusat  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan   tingkatan pemerintahan daerah terbagi menjadi Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota. Sehingga di Indonesia ada Daerah Pusat (Pemerintah  Pusat), Daerah Provinsi dan Daerah  Kabupaten serta Daerah Kota.
Indonsia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, semua kekuasaan  negara sudah terbagi habis atau ( kekuasaan habis terbagi)  antara Pusat dan Daerah. Mengikuti  Teori Trias Politica, di Indonsia semua  kekuasaan negara  terbagi ke dalam 3 badan kekuasaan  iaitu,  Badan  Kekuasaan Eksekutif (Executif Power), Kekuasaan Legislatif (legislative Power) dan kekuasaan Yudikatif (Yudicative Power), dengan masing-masing kekuasan terpisah dan tidak saling pengaruhi satu sama lain. Tetapi tetap menjaga sistem keseimbangan kekuasaan negara diantara ketiga badan kekuasaan negara dengan check and balances system.


	URUSAN  KEWENANGAN

	
KEWENANGAN PUSAT

	KEWENANGAN PROVINSI
	KEWENANGAN KABUPATEN  /
KOTA
	KEWENANGAN CONCURRENT
(PUSAT-DAERAH)

	1. Agama (religion)
2. Fiscal  & Moneter
3. Pertahanan  & keamanan (Security-defense)
4. Urusan luar negeri  (External affairs)
5. Kehakiman (Judicial affairs)

Kewenangan lain:
1. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro
2. Danaperimbangan keuangan
3. Sistem administrasi negara
4. Lembaga perekonomian negara
5. Pembinaan dan pengembangan SDM
6. Pendayagunaan SDA
7. Teknologi tinggi yang strategis
8. Konservasi
9. Standardisasi nasional
	A . Urusan Wajib :
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang 
3. Penaggulangan masalah sosial lintas kab./kota 
4. Pengendalian lingkungan hidup 
5. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kab./Kota.
6. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan 

B. Urusan provinsi lintas kabupaten :
1. Kehutanan dan  Perkebunan
2. Perencanaan 
3. &pengendalian pembangunan secara makro
4. Pelatihan bidang tertentu,alokasi,SDM potensial & penelitian di wilayah provinsi
5. Pengelolaan pelabuhan regional
6. pengendalian lingkungan hidup 
7. promosi dagang dan budaya/pariwisata
8.  penanganan penyakit menular dan hama tanaman 
9. perencanaan tata ruang propinsi
	Kewenangan wajib: 
 
1. Pekerjaan umum 
2. kesehatan, 
3. pendidikan kebudayaan, 
4. pertanian, 
5. perhubungan
6. perindustrin perdagangan, 
7. penanaman modal, 
8. lingkungan hidup, 
9. pertanahan, 
10. Koperasi 
11. tenaga kerja
	1. Kebijakan kesehatan
2. Kebijakan pendidikan
3. Kebudayaan dan olah raga
4. Perumahan
5. Penelitian kehutanan dan pertanian


Source : PP No. 25/2000, Tentang pengaturan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten./Kota

Sebagai pelaksanaan  tuntutan desentralsasi, pemerintah mengeluarkan satu paket undang-undang otonomi daerah, iaitu UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan kewangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1999 perlu dibarengi atau ditindak bakas dengan pelimpahan kewangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No.25 tahun 1999. Tanpa adanya otonomi kewangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Kerana itu kedua Undang-Undang tersebut saling melengkapi (Ismail,2002).
 Sumber-sumber kewangan daerah menurut UU No.25 tahun 1999 terdiri dari (Kuncoro,2004), iaitu : (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (b) Dana Perimbangan, (c) Pinjaman daerah dan, (d) Lain-lain pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat). 
Sedangkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen besar iatu : (a) Pajak (taxes) daerah, (b) Retribusi (user charges) daerah, (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya, (d) Lain-lain pendapatan yang sah.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal wajib memenuhi syarat iaitu bahwa harus ada kewenangan pemerintah daerah yang cukup longgar dalam memungut pajak lokal (local taxes), sebagai pengupayaan dalam meningkatkan desentalisasi di daerah. Dasar hukum dari sumber-sumber PAD tersebut masih mengacu pada UU No.8 tahun 1997 tentang pajak (taxes) daerah, dan retribusi (user charges) daerah. Sebenarnya Undang-undang ini sangat mebatasi kreativitas daerah dalam menggali atau mencari sumber penerimaan aslinya, kerana hanya menetapkan 6 jenis pajak (taxes) yang boleh dipungut oleh Kabupaten dan Kota. Maka dalam sistem desentralisasi fiskal seperti dalam UU No.25 tahun 1999, menyebakan UU No.8 tahun 1997 tersebut menjadi tidak memiliki relevansi dalam meningkatkan penerimaan asli daerah.

3. DERAJAT DESENTRALISASI
Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi; Pertama, Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber kewanga, mengelola dan menggunakan kewangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; Kedua,  Ketergantungan kepada banuan pusat harus seminimal mungkin, kerana itu PAD harus   menjadi sumber kewangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan kewangan pusat dan daerah.

Kedua ciri utama  tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual pola hubungan kewangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan keampuan dearah dalammembiayaai pelaksanaan pemerintahan.  Kerana itu untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja kewangan daerah. 
Menurut Musgrave dan Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja kewangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, seperti dalam tabel di bawah ini.


INDIKATOR KINERJA KEUANGAN DAERAH
 (Derajat Desentralisasi Fiscal antara Pemerintah  Pusat dan  Daerah)
	
No
	KINERJA KEWANGAN DAERAH
	KETERANGAN

	1
	PAD  :  TPD
	PAD = PENDAPATAN ASLI DAERAH

	2
	BHPBP  :  TPD
	BHPBP = BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK

	3
	Sum  :  TPD
	TPD = TOTAL PENERIMAAN DAERAH
Sum = SUMBANGAN DARI PUSAT


Source : Economic Faculty of Airlangga University Indonesia

Selain itu, dalam melihat kinerja kewangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah unuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi keperluan daerah (Halim,2001). Dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

INDIKATOR KINERJA KEUANGAN DAERAH
(Derajat  Kemandirian  Daerah terhadap penerimaan daerah sendiri untuk keperluan Daerah)
	No
	KINERJA KEUANGAN DAERAH
	KETERANGAN

	1
	PAD  :  TKD
	PAD = PENERIMAAN ASLI DAERAH
TKD = TOTAL PENGELUARAN DAERAH

	2
	PAD :  KR
	KR = PENGELUARAN RUTIN

	3
	PAD + BHPBP  :  TKD
	BPHBP = BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK


Source : Economic Faculty of Airlangga University Indonesia

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadapa pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja kewangan daerah secara lengkap.
Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja kewangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja kewangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian kewangan daerah dalam membiayai keperluan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Dengan diberlakukannya paket Undang-Undang Otonomi tersebut, yang dimulai sejak 1 Januari 2001, maka pemerintah daerah (local government) diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah  sangat bergantung pada dana perimbangan  dari pemerintah pusat berupa; bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang merupkan penyangga utama pembiayaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagian besar digunapakai untuk belanjawan pegawai, sehingga belanjawan untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, dilain pihak, juga menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola kewangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum (DAU).

4. BESARAN PERSENTASE  DANA ALOKASI UMUM  (DAU)   YANG DISERAHKAN KE DAERAH
Dalam UU No.25 Tahun 1999, besaran DAU sudah ditetapkan, yaitu 25% terhadap penerimaan domestik (income domestic) netto (penerimaan domestik setelah dikurangi alokasi bagi hasil, baik bagi hasil SDA maupun non SDA) ke daerah. Dari total DAU tersebut, 90% dibagikan kepada kabupaten/kota, sedangkan sisanya kepada propinsi. Ini berarti 22,5% dari penerimaan dalam negeri netto akan dibagikan kepada semua kabupaten /kota, sedangkan 2,5% dari penerimaan dalam negeri akan dibagikan kepada semua provinsi di Indonesia. 
    Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan strategi untuk melakukan alokasi DAU kepada daerah-daerah di Indonesia. Menurut ketentuan UU No.25 Tahun 1999, untuk alokasi DAU ini ditentukan dengan menggunakan konsep kesenjangan fiskal (fiscal gap), yaitu mempertimbangkan sisi keperluan fiskal (fiscal needs) dan sisi kemampuan fiscal (fiscal capacity). Untuk memperoleh perkiraan keperluan dan kepentingan fiscal, diperlukan suatu kajian empiris. Hal ini diperlukan agar diketahui variabel-variabel yang dapat mewakili (proxy) bagi keperluan dan kemampuan fiscal, serta bobot dari variabel tersebut dalam penentuan alokasi DAU.
    Menurut ketentuan UU No.25 Tahun 1999, bahwa keperluan fiscal suatu daerah paling sedikit digambarkan dari variabel; jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan georafis, dan tingkat pendapatan rakyat dengan memperhatikan kelompok rakyat miskin. Sementara itu, untuk potensi ekonomi daerah, antara lain dapat digambarkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah, seperti potensi industri, sumber daya alam, dan PDRB (product domestic regional bruto).

[image: ]Besaran DAU di  setiap Daerah;

Meskipun variabel kapasitas fiskal maupun keperluan fiscal cukup jelas, namun bila muncul persoalan dalam implementasi, seperti alokasi DAU suatu dearah masihkecil, maka masih ada alternatif lain sumber penerimaan daerah lainnya yangharus diperhitungkan dalam membiayai urusan daerah. Untuk itu harus dipahami formula (Raksaka,2003) suatu keseimbangan keuangan daerah sebagai berikut : 
	PAD + Bagi Hasil SDA + Bagi Hasil Non SDA + DAK +DAU = Beban Biaya Urusan yang diserahkan + Beban Urusan Masa Lalu yang Masih Ditanggung + Beban Biaya Pembangunan Daerah.



Dari formula di atas, apabila terjadi kekurangan (deficit), berdasarkan ketentuan yang berlaku, akan dapat dibiayai melalui pinjaman daerah (sepanjang memungkinkan) maupun sisa perhitungan tahun yang lalu, atau sisa lebih penggunaan anggaran tahun yang lalu (silpa).

5. ALOKASI APBN UNTUK PROVINSI RIAU 
Pemerintah Pusat yang tanggung jawab terhadap beban anggaran setiap tahun pada daerah otonom, maka untuk pemerintah provinsi Riau menerima anggaran keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat. 
Berbagai alokasi dana APBN pemerintah pusat untuk Provinsi Riau pada setiap tahun anggaran terlihat pada tabel  di bawah ini. 

Tabel Alokasi Dana Apbn Pada Setiap Tahun Anggaran Untuk Provinsi Riau
	DANA PERUNTUKAN
	URAIAN

	ALOKASI APBN
	Dana Dekonsentrasi
	Dana kegiatan pusat di daerah

	
	Dana Instansi Vertikal
	Dana untuk instansi pusat yang ada di daerah

	
	Dana Tugas pembantuan
	Dana kegiatan untuk tugas yang diperbantukan kepada daerah

	
	Dana Alokasi Khusus (DAK)
	Dana Alokasi untuk program Khusus di daerah

	
	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Dana Alokasi Umum untuk proram kegiatan di daerah

	
	Dana Urusan Bersama (Concurrent)
	Dana Urusan Bersama untuk dilaksanakan di daerah.


Source : Biro Keuangan Provinsi Riau 2015
Note, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), merupakan anggaran yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat yang dialokasikan setiap tahun sesuai dengan amanah ketentuan constitution (UUD 1945) Republik Indonesia. Selanjutnya diserahkan (transfer) ke semua daerah provinsi seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

6. TATA CARA TRANSFER APBN PROVINSI RIAU
Untuk Alokasi APBN Provinsi Riau setiap Tahun Anggaran  menurut data (Biro Kewangan Provinsi Riau) yang terdiri dari : (a). Dana Alokasi Khusus (DAK) (b). Dana Alokasi Umum (DAU). Langkah mentransfer secara khusus untuk Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) DAK dan DAU bagi daerah  diterbitkan di Jakarta dalam satu DIPA di semua daerah Indonesia. Sedangkan pemberian dana (transfer) ke daerah (Riau) dilakukan melalui proses transfer ke rekening masing-masing daerah provinsi.
Sedangkan untuk pelaksanaan acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) daerah di Provinsi Riau dilakukan melalui penyerahan DIPA Daerah secara simbolis oleh Gubernur Riau yang terdiri dari :
a. DIPA Pusat (Kantor Pusat). Penyerahan  DIPA Pusat ini diterima oleh Instansi Verikal di daerah setelah melalui pembahasan di Jakarta.
b. DIPA Daerah (Kantor Daerah),  Penyerahan DIPA Daerah ini diterima oleh Instansi Vertikal di daerah.
c. DIPA Dekonsentrasi (DK), Penyerahan DIPA Dekonsentrasi ini diterima oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)  Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
d. DIPA Tugas Pembantuan (TP), dalam sejumlah program DIPA
e. DIPA Urusan Bersama(congruent), dalam beberapa program kegiatan yang berada di Kabupaten.

7. SUMBER DANA APBD PROVINSI RIAU
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjawan Daerah (APBD) Provinsi Riau ditetapkan setiap tahun, setelah melalui pembahasan dan rapat persidangan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Riau, bersama Pemerintah Provinsi Riau, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau. Sehingga semua sumber penerimaan daerah, dan pengeluaran untuk belanjawan daerah untuk membiayai semua kepentingan proses pemerintahan dan pembangunan selama setahun tergambar dalam APBD Riau. Komponen sumber dana APBD Riau, terdiri dari penerimaan daerah sendiri dan bantuan sumbangan dari pemerintah pusat. Penerimaan daerah bersumber dari Pajak Daerah (taxes) dan Retribusi Daerah (user charges), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  
Sedangkan penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat, meliputi perimbangan kewangan (dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian), Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk  dana perimbangan iaitu, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan ditambah lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Selain sumber penerimaan daerah yang tergambar dalam APBD, juga dicantumkan belanja daerah,  Kerana itu semua komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah tergambar jelas dan transfaran selama 5 tahun anggaran. 
Ringkasan komponen APBD Riau  pada setiap Tahun Anggaran  dalam tabel di bawah ini:
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	KOMPONEN
	URAIAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN 

	1
	Pendapatan Daerah
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pajak Daerah (Taxes)

	
	
	
	Retribusi Daerah (User Charges)

	
	
	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan

	
	
	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	
	
	Dana Perimbangan
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

	
	
	
	Dana Alokasi Umum (DAU)

	
	
	
	Dana Alokasi Khusus (DAK)                                              

	2
	Belanja Daerah
	Belanja Tidak Langsung
	Belanja Pegawai

	
	
	
	Belanja Subsidi

	
	
	
	Belanja Hibah

	
	
	
	Belanja Bantuan Sosial

	
	
	
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/kab/kota dan pemdes

	
	
	
	Belanja Bantuan kepada Provinsi/kab/kota dan pemdes

	
	
	Belanja Langsung
	Belanja Pegawai

	
	
	
	Belanja Barang dan Jasa

	
	
	
	Belanja Modal

	3
	Pembiayaan Daerah
	Penerimaan pembiayaan Daerah
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya

	
	
	
	Penerimaan Piutang Daerah

	
	
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	Pembentukan Dana Cadangan

	
	
	
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

	
	
	
	Pembayaran pokok Utang

	
	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan(SILPA)
	 



8. INSTRUMENT FISCAL DECENTRALIZATION
Bentuk transfer Desentralisasi Fiscal  ke seluruh daerah di Indonesia melalaui sistem pembagian sebagai berikut:
a. Revenue sharing, iaitu Pemerintah Pusat membagikan sebagian penerimaan (revenue) pemerintah, biasanya dalam bentuk hasil ekstraksi sumber daya alam (natural resources), konsesi dan hal yang serupa kepada daerah.
b. Fiscal sharing, iaitu Pusat membagikan kewenangan memungut pajak dan belanja publik kepada daerah.
c. Pemberian subsidi (grants) kepada daerah pemerintah daerah dalam bentuk; generals grands, specific garands dan matching grands.
Sedangkan bentuk transfer dana Desentralisasi Fiscal untuk Provinsi  Riau pada setiap tahun dari APBN,  seperti Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian. 
9. TUJUAN FISCAL DECENTRALIZATION DI INDONESIA
Diperlukan suatu kesinambungan kebijakan fiscal (fiscal sustainability) secara makro diseluruh kawasan wilayah Indonesia yang harus berlangsung terus menerus. Mengingat kawasan Indonesia yang begitu luas, pemerintah pusat bertanggung jawab memelihara hubungan antara pusat dan daerah tetap harmonis dan menghindari akan terjadinya ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah, demikian juga tetap terpeliharanya hubungan antara sesama daerah secara horisontal yang harmonis untuk menjaga kepentingan nasional yang utama dan solid. Selain itu tujuan fiscal desentralisasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas & efisiensi Pemerintah Daerah, serta untuk meningkatkan  kualitas pelayanan publik (public services), juga bermaksud meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan bersama secara demokratis.

10. Kesimpulan
Desentralisasi Fiskal merupakan dana perimbangan kewangan yang ditransfer ke seluruh daerah provinsi di Indonsia, kerana itu Pemerintah Pusat bertanggungjawab untuk menjaga keseimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah baik keseimbangan secara Horizontal Fiscal Imbalance maupun keseimbangan secara Vertical Fiscal Imbalance. Dana perimbangan keuangan itu terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian. Semua Dana Perimbangan Keuangan yang ditransfer kesemua daerah pada setiap permulaan awal tahun dianggarkan atau dimasukkan  ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) setiap  Provinsi penerima dana tersebut, sebagai sumber pendapatan daerah. Yang merupakan Komponen terbesar dana Perimbangan Kewangan Desentralisasi Fiskal yang ditransfer ke semua daerah adalah dari dana perimbangan. Dana Perimbangan ini meliputi; dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), juga dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak  berasal dari pajak bumi bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah & bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh), dan cukai hasil tembakau (CHT),  Sedangkan bagi hasil bukan pajak diperoleh dari dana bagi hasil sumber daya alam, yang meliputi dana bagi hasil hehutanan, pertambangan umum, perikanan, dan minyak- gas.
Pemberian subsidi  (grands), yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan “block grant”, yang ditransfer keseluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan ketentuan UU No.25 tahun 1999 sudah ditetakan sebesar 25%  dari penerimaan domestik netto untuk DAU, sedangkan DAK didesain untuk tujuan syang spesifik dan dialokasikan untuk pemerintah daerah secara spesifik pula. Kerana di Indonesia pengertian daerah memiliki makna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pembagian atau transfer DAU untuk semua provinsi memperoleh sebesar 2,5% dari total DAU,  Sedangkan kabupaten /kota memperoleh 90% dari total DAU atau sebesar 22,5%  dari penerimaan dalam negeri netto. 
Selain DAU & DAK yang ditranfer ke seluruh daerah, masih ada tanggungjawab pusat ke daerah  yaitu, Dana Dekonsentrasi, Dana Instansi Vertikal, Dana Tugas Pembantuan, juga Dana Urusan Bersama (urusan concurrent). Sedangkan Dana Dekonsentrasi diperuntukkan bagi SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yaitu kantor dinas, badan dilingkungan pemerintah daerah.  Dana Instansi Vertikal diperuntukkan bagi kantor pusat dan kantor daerah yang diterima oleh instansi vertikal di daerah. Dana tugas pembantuan diberikan kepada daerah yang menerima  penugasan dari pusat atau daerah atasan yang harus dilaksanakan oleh daerah dengan dana yang ditanggung oleh pusat. Sedangkan dana urusan bersama (congcurrent), yang berada di daerah kabupaten menjadi tanggung jawab bersama antara kabupaten dangan provinsi atau antara kabupaten dengan pusat.
Berdasarkan data yang ada, kemandirian Provinsi Riau masih ralatif kecil, artinya kemampuan daerah untuk membiayai semua keperluannya belum dapat sepenuhnya ditanggung oleh pendapatan daerah, masih sangat tergantung dari bantuan pemerintah pusat, kerana itu pemerintah daerah harus berupaya untuk memperbesar pendapatan daerah sendiri, sebagai konsekwensi logis dari suatu daerah otonomi di Indonesia.
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